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MOTTO 

 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 

harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 

dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.” 

(Sayyidina Ali bin Abi Talib r.a.) 

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 

(Khalifah Umar bin Khaththab r.a.) 

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah 

menjadi manusia yang berguna.” 

(Einstein) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Alasan Pemilihan Judul 

Indonesia merupakan suatu negara yang menjadikan pajak sebagai salah 

satu dari pendapatan negara. Pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia 

sehingga diperlukan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak baik secara aktif 

maupun pasif sehingga dapat meningkatkan besarnya penerimaan pajak terhadap 

negara. Sehubungan dengan besarnya peranan pajak terhadap penerimaan negara, 

maka pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai 

jenis pajak yang dipungut. 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No. 

28 Tahun 2009) Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 

masyarakat guna membaiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan 

ekonomi masyarakat.  

Dengan adanya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah berupaya 

meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya 

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan 

pentingnya membayar pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi 

salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu 

melaksanakan otonomi,yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. 

Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang menurut peraturan yang 

ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-
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undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terdapat 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 jenis Pajak Daerah. 

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah 

untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang perorangan atau 

badan. 

Menurut Mardiasmo (2011:13) Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu 

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak 

Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran., Pajak Reklame, Pajak 

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Jawa Timur 

khususnya Kabupaten Bondowoso, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan 

Pajak untuk daerah provinsi. Di Indonesia pajak dan retribusi daerah telah 

menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh daerah.  

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah 

Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 

keadilan, serta peran masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah yang 
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diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bondowoso salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang dari 

Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya mampu menyumbangkan dana 

yang begitu besar bagi daerah. Berikut ini daftar target dan realisasi penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten 

Bondowoso dari tahun 2014 – bulan Februari 2016. 

 

Tabel 1.1 UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso 

               Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan  

               (Tahun Anggaran 2014, 2015, dan sampai bulan Februari 2016) 

 

TARGET REALISASI PROSENTASE

Rp Rp Rp

1 2014 30.502.801.000    33.475.900.297     109,75%

2 2015 35.072.951.000    37.905.058.253     108,07%

Realisasi

3 2016 6.144.210.167      5.870.343.900       15.92% hingga bulan

Feb-16

NO KET.TAHUN

 

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Bondowoso, 2016 

 

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di Kabupaten 

Bondowoso pada tahun 2014 dan 2015 target yang telah ditetapkan mampu 

terealisasikan bahkan sedikit lebih banyak jumlah realisasi dibandingkan target 

yang ditentukan. Namun pada tahun 2016 sudah mampu memberikan pemasukan 

untuk Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Bondowoso meskipun belum sesuai 

dengan target karena pendapatannya masih sampai bulan Februari. 

Hal yang menarik, di Kabupaten Bondowoso, Pajak Kendaraan Bermotor 

memiliki potensi terbesar yaitu dengan pencapaian prosentase 75% dari 

keseluruhan pajak Kabupaten Bondowoso. Tentunya, potensi angka penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di Bondowoso akan terus berkembang 

bersamaan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan kepemilikan kendaraan 
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bermotor. Maka potensi besar tersebut, tidak dapat dilewatkan begitu saja; perlu 

penanganan yang serius dan optimal. 

Dari data tersebut, terdapat beragam kendala serta hambatan yang 

menyertai proses pemungutan pajak, diantaranya: keterlambatan, penundaan,  

terlebih keengganan dalam membayar pajak. Maka Dinas Pendapatan Daerah 

sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pemungutan 

pajak, dalam menyikapi hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah telah memiliki 

mekanisme penagihan untuk kelancaran pembayaran PKB. Pajak kendaraan 

bermotor yang dipungut memerlukan prosedur administrasi yang baik, efektif dan 

efisien guna mengetahui kondisi keuangan yang ada dan pengawasan terhadap 

penerimaan dan penggunaan sumber dana pemerintah daerah yang akan diarahkan 

pada tujuan kepentingan masyarakat daerah Maka, pelaksanaan administrasi 

tentunya memiliki peranan penting dalam pencapaian target penerimaan pajak 

khususnya di sektor Pajak Kendaraan Bermotor.  

Berdasarkan uraian dan pertimbangan yang telah dipaparkan diatas, maka 

terlihat pentingnya pembahasan tentang Pelaksanaan Administrasi Pajak 

Kendaraan Bermotor yang diadakan di UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa 

Timur Kabupaten Bondowoso serta bagaimana upaya untuk meningkatkan 

penerimaan pajak yang diaplikasikan pada program-programnya. Oleh karena 

itulah, maka laporan praktek kerja nyata (PKN) ini mengambil judul: 

“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

PADA UPT.DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 

KABUPATEN BONDOWOSO”. 

 

1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Praktek kerja Nyata ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang pelaksanaan  

administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT.Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Bondowoso, 
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b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi pajak kendaraan bermotor pada 

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso. 

 

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Beberapa kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan praktek kerja 

nyata, meliputi: 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan, 

b. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis/kerja yang 

berhubungan dengan pelaksanaan administrasi penagihan Pajak Kendaraan 

Bermotor di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso. 

 

1.3. Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1. Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi 

Jawa Timur Kabupaten Bondowoso Jl. Achmad Yani 86, Bondowoso, Jawa 

Timur.  

 

1.3.2. Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan 

Fakultas Ekonomi Universitas Jember; dilaksanakan selama kurang lebih 144 jam 

terhitung pada 22 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Adapun waktu 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukandi UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten 

Bondowoso yaitu: Senin-Kamis pukul 07.00-14.00 WIB dan Jum’at pukul 06.00-

11.00 WIB. 

 

1.4. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama Praktek Kerja Nyata di 

UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten  Bondowoso dapat dilihat 

pada tabel 1.2 berikut ini.  
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Tabel 1.2 UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso 

               Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. 

 

No Kegiatan 

Minggu ke 

1 2 3 4 

1. 

Perkenalan dengan pimpinan dan Staf 

serta Pengarahan dari pimpinan 

UPT.Dinas Pendapatan Provinsi  

Jawa Timur Kabupaten Bondowoso 

X 
   

2. 
Menerima penjelasan tentang 

gambaran umum perusahaan. 
X 

   

3. 

Membantu Pelaksanaan Kegiatan 

Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Kendaraan Bermotor, Membantu 

Bagian Pelayanan Penetapan Pajak 

Kendaraan Bermotor, dan Membantu 

Bagian Pelayanan Pembayaran dan 

Penyerahan. 

X X X X 

4. 

Membantu  Monitoring/perekaman 

surat tagihan pajak daerah (STPD), 

surat ketetapan pajak daerah, sp1, dan 

sp2  sesuai status surat dan nomor 

kohirnya. 

X X X X 

5. 

Membantu   Melaksanakan kegiatan 

dinas luar dengan kegiatan 

mengantarkan surat tagihan pajak 

daerah, ketetapan pajak daerah, sp1 

dan sp2 di daerah Wonosari, Tapen, 

Sempol, dan Grujugan 

 
X X X 

6 
Mengumpulkan data untuk 

penyusunan laporan 
X X X X 

7 
Konsultasi laporan praktek kerja 

nyata 
 X X X 
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1.5. Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata 

Ada pun bidang ilmu yang menjadi dasar atau pedoman dalam 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut: 

a. Perpajakan 

b. Manajemen 

c. Pengantar Bisinis 

d. Praktek Perpajakan 

e. Referensi dari UPT. Dinas Pendapatan Jawa Timur Kabupaten 

Bondowoso 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Administrasi 

2.1.1. Pengertian administrasi 

Kata administrasi  berasal dari baasa Latin, yaitu Ad dan Ministrare. Ad 

artinya intensif dan Ministrare artinya melayani, membantu, atau memenuhi. 

Dalam bahasa Inggris, administrasi disebut “administration” yang berarti tata 

usaha. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi 

adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-

cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha.  

Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan 

pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan 

keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh 

kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau 

dengan kata lain disebut tata usaha. Sedangkan dalam arti luas, administrasi 

adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan 

pembagian kerja yang telah ditentukan dalam strktur organisasi dengan 

mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. 

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata 

usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Menurut The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran 

Modern, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang 

mengandung 8 unsur administrasi yaitu: 
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a. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu 

kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan 

dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

b. Manajemen  

Manajemen merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-

karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama 

yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. 

c. Tata Hubungan 

Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan berita dari 

satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama. 

d. Kepegawaian 

Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus 

tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama. 

e. Keuangan 

Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi 

pembelanjaan dalam usaha kerja sama. 

f. Perbekalan 

Perbekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur 

pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap 

perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerja sama. 

g. Tata Usaha  

Tata Usaha merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, 

mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-

keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama. 

h. Perwakilan 

Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik 

dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha 

kerja sama yang dilakukan.  
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2.1.2.  Fungsi Administrasi 

Menurut Hendri Fayol dalam buku Mulyani Endang ada 5 fungsi 

administrasi, yaitu: 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu cara yang dianggap paling berharga bagi 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

perencanaan secara garis beras menggambarkan tentang apa, bagaimana, 

mengapa, dan kapan suatu kegiatan akan dilakukan. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat 

tugas serta wewenang dan tanggung jawab sehingga tercipta sebuah 

organisasi yang dapat digerakkan dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi 

pengorganisasian sangat tepat setelah perencanaan karena rencana tidak 

akan bisa berjalan sendiri tanpa ada yang menjalankannya, untuk itu perlu 

sebuah organisasi yang menjalankan bagian rencana tersebut. 

c. Penggerakan 

Penggerakan dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha, cara teknik dan 

metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas 

bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan 

efisien, efektif dan ekonomis. Penggerakan mempunyai fungsi yang teramat 

penting karena secara langsung berkaitan dengan manusia dengan segala 

jenis kepentingan dan kebutuhan. 

d. Pengawasan 

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi 

guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai 

dengan rencana yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sebagai fungsi yang pokok dari administrasi maka pengawasan 

merupakan tugas yang mutlak dilakukan untuk semua orang yang 

menduduki jabatan manajerial dan manajer puncak hingga manajer rendah 
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secara langsung mengendalikan kegiatan teknis-teknis yang diselenggarakan 

oleh semua petugas operasional. 

e. Penilaian 

Disini penilaian berarti pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang 

nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Fungsi 

penilaian adalah untuk menentukan jawaban apakah Administrasi 

mengambil langkah yang berkaitan dengan penegmbangan karyawan atau 

tidak. Jawaban yang ditemukan sangat bermanfaat bagi perumusan 

kebijaksanaan organisasi dalam peningkatan kemampuan kerja seluruh 

anggota organisasi yang bersangkutan. 

 

2.1.3.Tujuan dan Ciri-ciri Administrasi 

a. Tujuan administrasi menurut The Liang Gie ada 3, yaitu : 

1) Usaha penerbitan alat-alat perlengkapan yang mungkin terjadi. 

2) Menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu 

kebijaksanaan usaha dari segi pengorganisasian perusahaan. 

3) Mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan dengan 

sempurna dan mencapai tujuan. 

b. Ciri-ciri administrasi menurut The Liang Gie ada 4, yaitu : 

1) Adanya kerjasama dari kelompok tersebut. 

2) Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang tersiri atas dua 

orang atau lebih. 

3) Adanya kegiatan/ proses/ usaha. 

4) Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan serta tujuan. 

 

2.1.4.Manfaat Administrasi Dalam Perusahaan 

Dalam tercapainya tujuan perusahaan, maka perlu diadakan kegiatan 

administrasi yang baik dari seluruh operasional yang ada baik dalam administrasi 

di bidang pemasaran, produksi keuangan maupun personalia. Pelaksanaan 

administrasi dalam perusahaan sangat penting karena perusahaan dapat 

merencanakan kegiatan usahanya, administrasi juga sangat penting perannya 
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dalam suatu perusahaan karena semua pembiayaan baik dari segi keuangan 

maupun dari tata usaha merupakan bagian dari administrasi. 

 

2.2.  Pajak  

2.2.1.  Pengertian Pajak  

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah 

sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat imbalan kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” 

 

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip 

oleh Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut: 

Rochmat Soemitro: 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

penegeluaran umum. 
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Soeparman Soemahamidjaja: 

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

 

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam 

berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. 

b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 

d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus , dipergunakan untuk 

membiayai publik invesment. 

f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 

 

2.2.2.  Fungsi Pajak  

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) 

yaitu sebagai berikut: 

a.  Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan  dalam negeri. 
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b.  Fungsi Mengatur (Regular) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya 

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. 

Demikian pula terhadap barang mewah. 

 

2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh 

Waluyo (2011:17) sebagai berikut: 

a. Sistem Official Assessment  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. Ciri-ciri Official assessment system adalah sebagai berikut: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

        fiskus 

2. Wajib pajak bersifat pasif . 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

Contoh : PKB, BBNKB, PAP, PBB. 

b. Sistem Self Assessment  

Sistem ini merupakan pemunutan pajak yan memberi wewenan, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar. Ciri-ciri Self Assessment adalah sebagai berikut:  

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada 

        wajib pajak sendiri. 

2. Wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terhutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Contoh : PPH, PPN, PPNbm, PBBKB, Pajak Rokok 
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c. Sistem With Holding  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri With Holding aalah wewenang 

menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain 

fiskus dan wajib pajak. 

 

2.2.4.  Asas Pemungutan Pajak 

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) 

sebagai berikut: 

a. Asas Tempat Tinggal 

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib pajak 

yang bertempat tinggal di Indonesia dikenal pajak atas penghasilan yang diterima 

atas diperoleh yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri. 

b. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini 

diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk 

membayar pajak. 

c. Asas Sumber 

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib 

Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di 

Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

 

2.2.5.  Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan 

pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut: 

a. Stelsel nyata (rill stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni 
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setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan rill diketahui. 

b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan 

besarnyapajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir 

tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan 

yang sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi anatara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak 

menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurannya. Demikian 

pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 

 

2.2.6.  Pembagian Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dikelompokkan menjadi beberapa 

bagian, yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

1)  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

 dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2)  Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

 atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1)  Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
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 subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

 Contoh: Pajak Penghasilan 

2)  Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

 memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

 Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membayar rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 

atas: 

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

 

2.3. Pajak Daerah 

2.3.1. Dasar Hukum  

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang 

perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi. 

 

2.3.2.  Pengertian Pajak Daerah 
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Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

2.3.3.  Wajib,Subjek,dan Objek Pajak Daerah 

Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran pajak yang terutang,termasuk pemungut atau pemotong 

pajak tertentu. 

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak daerah. 

Objek pajak daerah adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang 

pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan utang pajak. Menurut Undang-

undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009.Objek pajak daerah dibagi menjadi 

2 bagian yang terdiri dari beberapa jenis pajak,yaitu: 

a. Pajak propinsi,terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan 

5) Pajak Rokok 

b. Pajak Kabupaten/Kota,terdiri atas: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Reklame 

4) Pajak Hiburan 

5) Pajak Penerangan Jalan 
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6) Pajak mineral bukan logam atau batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak air tanah 

9) Pajak sarang burung walet 

10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 

2.4. Pajak Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.13 Tahun 2001 

tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak 

yang dipungut oleh daerah atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan 

bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan 

dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena 

perjanjian sewa termasuk leasing. 

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor,adalah pemasukan kendaraan 

bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia,kecuali : 

a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan. 

b. Untuk diperdagangkan. 

c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia. 

d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga 

bertaraf internasional. 

 

2.4.1. Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
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Wajib pajak kendaraan bermotor adalah badan atau orang pribadi yang 

memiliki kendaraan bermotor , apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban 

pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tertentu. 

Subjek pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang No.28 Tahun 

2009 pasal 4 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki 

dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

Objek pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang No.28 Tahun 

2009 pasal 3 ayat 1 tentang objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor,sedangkan menurut Undang-undang 

No.22 Tahun 2009 pasal 71 ayat 1 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor luar daerah yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-

turut. 

 

2.4.2.  Dasar Hukum Pemungutan dan Pelaksanaan Pajak Kendaraan 

 Bermotor (PKB) 

a. Dasar Hukum Pemungutan 

1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

2) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 

 

b. Dasar Hukum Pelaksanaan 

1) Peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang 

pajak kendaraan bermotor. 

2) Keputusan gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2001 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 

2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. 

3) Keputusan kepala dinas pendapatan propinsi jawa timur nomor 70 tahun 

2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan 

bermotor. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Bondowoso 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Bondowoso merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas-

tugas teknis operasional di lapangan, berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.  

Tugas UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso adalah 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemungutan 

pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso melaksanakan pemungutan Pajak 

meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Retribusi Daerah, dan 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. 

Adapun fungsi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso 

adalah: Pelaksana kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah, Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat, Pelaksanaan koordinasi dengan 

instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat, Pelaksanaan koordinasi dengan 

pemerintah Kabupaten terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, 

Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, Pelaksanaan pelayanan masyarakat, dan 

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Adapun Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten 

Bondowoso adalah : 

a. Visi 

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Kabupaten Bondowoso menetapkan Visi sebagai berikut “Terdepan Dalam 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Dan Dibanggakan Dalam Pelayanan Publik” 
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b. Misi 

Berdasarkan rumusan Visi tersebut Dinas Pendapatan merumuskan dan 

menetapkan misi sebagai berikut : 

1. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima 

masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan. 

2. Mewujudkan pelayanan publik yang baik, terpercaya dan transparan. 

3. Mewujudkan integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem 

kelembagaan yang berbasis kompetensi. 

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten bertempat di 

Kabupaten Bondowoso tepatnya di Jalan. A. Yani No.84 Bondowoso. Dan 

berdirinya pada tanggal 01 Oktober 1962.  

 

3.2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan dan 

di inginkan.  

Tugas utama dari pengorganisasian adalah untuk mempermudah 

pembagian dan pelaksanaan tugas tiap-tiap bagian yang saling berhubungan baik 

secara langsung ataupun tidak langsung guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi dibuat untuk mengurangi atau 

menghindarkan dari kekacauan dan pertentangan-pertentangan dalam struktur 

pekerjaan. 

Struktur Organisasi harus memungkinkan adanya suatu koordinasi usaha 

diantara semua satuan dan jenjang sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Struktur organisasi yang 

digunakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Kabupaten Bondowoso adalah struktur organisasi garis dan staf (lihat Gambar 

3.1)                         
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Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 

                          Provinsi Jawa Timur Bondowoso 

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

                          Bondowoso 

 

 

3.2.1.  Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian : 

3.2.1.1. Kepala UPT. Dinas Pendapatan 

Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso 

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Memantau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Sub Bagian/Seksi, Adpel, Bendahara 

Penerimaan/Pengeluaran Pembantu, Kasir Penerimaan sesuai tugas pokok dan 

fungsi serta mekanisme yang ditetapkan. 

b. Bertanggung jawab terhadap penerimaan sampai dengan penyetoran 

pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan secara jelas dan dilaksanakan 

dengan berpedoman Program Kerja Dinas. 

KEPALA UPT  

SUB BAGIAN 
TATA USAHA  

SEKSI 
PENDATAAN DAN 

PENETAPAN  

SEKSI 
PEMBAYARAN DAN 

PENAGIHAN   
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d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pemungutan dan penyetoran 

pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah serta pelayanan pada masyarakat. 

e. Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas UPT setiap triwulan dan semester 

kepada Dinas. 

 

3.2.1.2. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan 

dan kearsipan. 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 

d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT. 

 

3.2.1.3. Seksi Pendataan dan Penetapan  

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pendataan dan penetapan obyek dan subjek pajak daerah di 

wilayah kerja. 

b. Menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah. 

c. Melaksanakan penetapan pajak. 

d. Menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). 

e. Merencanakan penerimaan pajak. 

f. Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak. 

g. Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak. 

h. Laporan data objek dan penetapan pajak daerah. 

 

3.2.1.4. Seksi Pembayaran dan Penagihan 

Seksi Pembayaran dan Penagihan mempunyai tugas dan tanggun jawab 

sebagai berikut : 
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a. Meneliti dan menghimpun tindasan ukti pembayaran dari bendahara penerima 

pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat 

tanda setoran. 

b. Menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan 

untuk melakukan penagihan. 

c. Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan 

penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat. 

d. Menyusun laporan penrimaan kas dan mengirimkan ke Dinas melalui Sub 

Bagian Tata Usaha. 

e. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah. 

f. Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat tegoran, surat ketetapan 

pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta 

mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional. 

 

3.2.2.  Personalia              

Jumlah pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Kabupaten Bondowoso yang mendukung pelaksanaan tugas sebanyak 32 pegawai dengan 

rincian sebagai berikut (Lihat Tabel 3.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 
 

Tabel 3.1  UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso 

                 Rekapitulasi Karyawan Tahun 2016 

 

Sumber : UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso  

No Uraian Usia <40 th 41 th – 50 th Usia >51 th Jml 

a. Menurut Status         

- PNSD 2 12 5 19 

- CPNSD - - - - 

  Jumlah 2 12 z 19 

b. Menurut Jenis Kelamin         

- Laki-laki 2 10 4 16 

- Perempuan - 2 1 3 

  Jumlah 2 12 5 19 

c. Pangkat dan Gol/Ruang         

- Pembina Tk.I-IV/b - - - - 

- Pembina IV/a - - 2 2 

- Penata Tk.I-III/d - 1 1 2 

- Penata III/c - - - 0 

- Penata Muda Tk.I-III/b 1 - 2 3 

- Penata Muda III/a 1 - - 1 

- Pengatur Tk.I-II/d - 2 - 2 

- Pengatur II/c - 2 - 2 

- Pengatur Muda Tk.I-II/b - 5 - 5 

- Pengatur Muda II/a - 2 - 2 

- Juru Tk.I-I/d - - - 0 

- Juru I/c - - - 0 

- Juru Muda Tk.I-I/b - - - 0 

- Juru Muda I/a - - - 0 

  Jumlah 2 12 5 19 

d. Menurut Pendidikan         

- Pasca Sarjana - - 2 2 

- Sarjana 1 2 3 6 

- Sarjana Muda/Akademi - - - 0 

- SLTA 2 8 - 10 

- SLTP 1 - - 1 

- SD - - - 0 

  Jumlah 4 10 5 19 

e. Pegawai yang ditempatkan         

- UPTD - 9 5 14 

- KB. Samsat 2 3 0 5 

  Jumlah 2 12 5 19 

f. Tenaga Kontrak         

- Honorer - - 0 0 

- Pegawai Tidak Tetap 12 1 0 13 

  Jumlah 12 1 0 13 
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3.3. Kegiatan Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi 

Jawa Timur Kabupaten Bondowoso. 

a. Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana 

operasional Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasioanl pemungutan 

pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Disamping itu juga 

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso memiliki tugas 

untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam rangka 

pemungutan Pendapatan Daerah yang berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) 

dan pendapatan lain-lain. 

 

b. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Untuk menajalankan kegiatan operasioanl, pelayanan dan koordinasi 

dalam rangka Pemungutan Pendapatan Daerah. UPTD mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1) Pelaksana kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 

2) Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat. 

3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama 

Samsat. 

4) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten terkait dengan 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan. 

6) Pelaksanaan pelayanan Masyarakat 

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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3.4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 ( milik pribadi, umum, 

dan dinas ) Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Kabupaten Bondowoso  

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

Kendaraan bermotor dapat dibagi menjadi 2 yaitu kendaraan bermotor 

roda  2 dan kendaraan bermotor roda 4. Kendaraan bermotor roda 2 juga dapat 

dibedakan berdasarkan warna TNKB/plat nomor yaitu hitam dan merah. 

Sedangkan kendaraan bermotor roda 4 juga dapat dibedakan berdasarkan warna 

TNKB/plat nomor yaitu hitam, merah, dan kuning. Arti dari setiap warna 

TNKB/plat nomor adalah : 

a. Plat hitam dengan tulisan berwarna putih 

Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa. Seperti yang kita pakai sehari-

hari di kendaraan kita. 

b. Plat kuning dengan tulisan berwarna putih 

Kendaraan bermotor umum seperti bus, truck, angkutan dalam kota 

(mikrolet dan sejenisnya). 

c. Plat merah dengan tulisan berwarna putih 

Kendaraan bermotor milik pemerintah. 

Tarif pajak yang dikenakan pada setiap kendaraan bermotor berdasarkan 

warna TNKB/plat nomor juga berbeda yaitu : 

a. 1,5% untuk kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi  

b. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum. 

c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial, dan 

keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan pemerintah daerah. 
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Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.13 Tahun 2001 

tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak 

yang dipungut oleh daerah atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan 

bermotor.. 

Administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di 

Kantor Bersama SAMSAT dengan hanya menggunakan dua loket yaitu 

pendaftaran dan pendataan serta pembayaran dan penyerahan. Di bagian 

pendaftaran dan pendataan wajib pajak mengisi surat pendaftaran dan pendataan 

kendaraan bermotor berupa data pemilik atau data kendaraan secara jelas yeng 

kemudian data tersebut di entry ke dalam komputer. Sedangkan dibagian 

pembayaran dan penyerahan, wajib pajak memberikan data yang telah diisi untuk 

ditentukan tarif pajak kendaraan tersebut, yang selanjutnya wajib pajak membayar 

pajak sesuai tarif yang telah ditentukan dan wajib pajak akan menerima Bukti 

Pembayaran Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Bukti pemabayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat di lampiran 10. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata dalam bidang Administrasi 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pelaksanaan administrasi pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di 

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso 

dengan melalui  tahap yaitu : 

1) Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran  

2) Pelaksanaan Penetapan  

3) Pelaksanaan Pembayaran dan Pelunasan  

4) Pelaksanaan Penagihan dan Dinas Luar  

  Namun untuk mempermudah masyarakat dalam memabayar pajak dan 

menghemat waktu pelayanan, KB. SAMSAT hanya menyediakan 2 loket 

pelayanan yaitu : 

1) Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan 

2) Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan. 

 

b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya membantu pelaksanaan 

administrasi pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : 

1) Membantu bagian pendataan dan pendaftran PKB 

2) Membantu bagian penetapan PKB 

3) Membantu bagian pelayanan dan penyerahan. 
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